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SURAT KEPUTUSAN = _
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTE
( DPM-PTSP) KABUPATEN MAJENE
NOMOR - 06 /KEP-DPM PTSP/1I2018

FENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONA]
SMP NEGERI 2 PAMBOANG KEC PAMBOANG KABR, MATENE
KEPALA DPM-PISP
Memmbang & bahwa salah satu wpava untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang
luyak bayi peserts didik adalah kelengkapan sarana: dan prasaren
penunjang termasuk gedung sekolah sebagii sarana untuk  ditempati
belajar bagi anak sckolah

b bahwa berdasarkan sural Kepalu Sekolah SMP Negeri 2 Pambeang Perihal
Permohonan Izin Operasional Kepala Sekolah Nomor; 3001 33 02/SMP-
. O2IIL2018 Tangeal 14 Februap 2018 perlu ditindak lanjuti

¢ ‘bahwa berdasarkan perfimbangan sebagmimana dalam hurut’ a dan huruf b
perlu menetapkan keputusan Kepols Dinns Penanaman Modal  dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene. tentang Pembernan Lzin
Uperasional Sekolah Menengah Perloma Negen 2 Pamboang Kab Majene
Tahun 20018

Mengingai I. Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31

2. Undong-Undsng Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-
Dasmh Tingkat 11 di Sulawes) (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia
Nomor 1822 )

3. Undang-Undang R1 nomor : 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

4. Undang-Undang nomor 26 Tahun 2004 Tenlang Pembentukan Provinsi
Sufawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
105, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4422)

5, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Kevangan
Antara  Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438,

6. Undang-Undang Rl Nomor . 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4201

7. Undang-Undang nomor 23 Tshun 2014 Tentang Pemenntahin Dacrah
(l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah
diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 Tentang Perubahan Kedua

8, Undang-Undang No 3272013 Tentang Standar Operasional Pendidikan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Peran Serta Masyarakat
Dalam Pendidikan Nasional,

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelengparaan Pendidikan,

Il Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Masional
Pendidikan.

12, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasgr dap
Menengah.
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